
 

87 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai 

Pola Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Tata Kelola 

Pariwisata Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kemitraan pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola 

pariwisata desa Rempek  di Kabupaten Lombok Utara  belum berjalan 

secara maksimal efesiensi kemitraanya dan belum bekerja sama secara 

lebih dekat. Namun sudah ada rasa saling peduli satu sama lain 

sehingga memberikan keuntungan masing-masing untuk kedua belah 

pihak yaitu keuntungan bagi pemerintah daearah dari kemitraan ini 

adalah dapat meningkatan PAD maka pemerintah dapat membuka 

tempat pariwisata baru di desa Rempek. Sedangkan keuntungan yang 

diperoleh masyarakat yaitu mereka mendapatkan upah yang cukup 

untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka.  

b. Faktor pendukung dalam tata kelola pariwisata desa Rempek  yaitu 

potensi daerah yang sangat mendukung, daya tarik yang biasa 

mengundang parawisatawan untuk datang berkunjung dan partisipasi 

masyarakat yang tinggi untuk pariwisata desa Rempek  sehingga dapat 

mengembangkan dan membangun objek pariwisata desa Rempek  
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yang lebih baik dan dapat manarik perhatian wisatawan sedangkan 

faktor penghambat adalah keterbatasan dana dan rendahnya SDM 

sehingga menghambat pembangunan dalam tata kelola pariwisata di 

Desa Rempek. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah Desa dan Masyarakat harus lebih giat-giat untuk 

mengelola dan mempromosikan objek pariwisata desa Rempek  agar 

jumlah kunjungan wisatawan asing maupun lokal tiap tahunnya 

semakin meningkat.  

2. Pemerintah Desa harus lebih giat membuka jaringan lain seperti 

mengajak investor untuk menanam modal usaha sehingga dapat 

membantu ketersediaan dana untuk pariwisata Desa Rempek  sehingga 

tidak hanya mengharapkan dana dari APDN. 

3. Pemerintah Desa harus lebih berupaya meningkatkan SDM seperti 

membuka sekolah khusus untuk private bahasa inggris agar 

masyarakat lokal bisa dengan mudah berbicara dengan para wisatawan 

asing. 

4. Memfasilitasi dan melakukan berbagai upaya berupa promosi destinasi 

pariwisata.  

5. Melaksanakan pelatihan dan mendirikan lembaga yang dapat melatih 

masyarakat dalam hal pelayanan dan belajar bahasa asing 
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SURAT PENYULUHAN 

 

 

 

SURAT PEMINJAMAN STADION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEPALA DESA REMPEK 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMPEK 

NOMOR : 13.A / PEM.1 / DR/2020 
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TENTANG 

 

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA DESA REMPEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA REMPEK, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tidak terjadi kefakuman pengatuaran pertanian di 

tingkat subak khususnya subak Telaga Maluku dan demi 
kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu untuk membentuk 

Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA,  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rempek tentang 
Pengangkatan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA Desa Rempek. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 

 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
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 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

 6. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  1 Tahun 2017 tentang 

Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 155); 

 8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 ); 

 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 

2020 tentang Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61); 

 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020  tentang 

Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25 ); 
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 13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020  tentang 

Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25 ); 

 14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 12); 

 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 

tahun 2020  tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 

Nomor 36 ); 

 16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 43 ); 

 17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Tahun 2022 Nomor 34 ); 

 18. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenaga 

ngan Lokal Berskala Desa; 

 19. Peraturan Desa Rempek Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Periode 

2022-2027; 

 20. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa ( RKP )  Tahun anggaran 2023 ; 

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pembentukan Pengurus Perkumpulan 
PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Sengeh pada tanggal Dua 

Puluh Tiga Desember 2014, 
 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan  :  

KESATU 
 

 
 

 

: 
 

 
 

  

Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat 

keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN 

SEKTOR PARIWISATA Sengeh Desa Rempek. 

KEDUA : Masa bakti Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA Sengeh Desa Rempek selama 5 ( Lima ) Tahun. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, 
maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

          Ditetapkan di  : Telaga Maluku 
         Pada Tanggal   : 05 Januari 2023 

 

              Kepala Desa Rempek  

RUDI ARTONO 

 

Tembusan: 

1. Ketua BPD Desa Rempek  Di Telaga Maluku; 
2. Arsip. 

 

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rempek 
 Nomor : 13.A / PEM.1/ DR/2023 

 Tanggal :    0  5 Januari 2023 
 Tentang : Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA; 
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STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA SENGEH 

DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

NO NAMA 
TEMPAT, TANGGAL 

LAHIR 
JABATAN KET 

 

1. 

 

PUADI HARJO 

 

Telaga Maluku, 14 Maret 

1977. 

 

Ketua 

 

 

2. 

 

SAIFUL BAHRI, SP 

 

Lombok Barat, 31 

Desember 1979 

 

Sekretaris 

 

 

3. 

 

SAHARTI 

 

Dasan Dangar, 31 

Desember 1972 

 

Bendahara 

 

 

                           Kepala Desa Rempek  

 

RUDI ARTONO 
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KEPALA DESA REMPEK 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMPEK 

NOMOR : 12.A / PEM.1 / DR/2020 

 

TENTANG 

 

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA 

DESA REMPEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA REMPEK, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tidak terjadi kefakuman pengatuaran pertanian di 
tingkat subak khususnya subak Soloh dan demi kelancaran 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan dipandang perlu untuk membentuk Pengurus 

Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA(P3A);  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rempek tentang 

Pengangkatan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 
PARIWISATA Desa Rempek. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 

 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 6. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  1 Tahun 2017 tentang 
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 155); 

 8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 
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 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 ); 

 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 

2020 tentang Pembentukan Desa Rempek Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Nomor 61); 

 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020  tentang 

Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25 ); 

 13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020  tentang 

Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25 ); 

 14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 12); 

 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 

tahun 2020  tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 

Nomor 36 ); 
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 16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023( Berita Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 43 ); 

 17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Tahun 2022 Nomor 34 ); 

 18. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenaga 

ngan Lokal Berskala Desa; 

 19. Peraturan Desa Rempek Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Periode 

2022-2027; 

 20. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa ( RKP )  Tahun anggaran 2023 ; 

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pembentukan Pengurus Perkumpulan 

PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Soloh II pada tanggal Dua 
Puluh Tiga Desember 2014, 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU 
 

 
 

 

: 
 

 
 

  

Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat 

keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN 

SEKTOR PARIWISATA Soloh II Desa Rempek. 

KEDUA : Masa bakti Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA Soloh II Desa Rempek selama 5 ( Lima ) Tahun. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, 
maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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          Ditetapkan di  : Telaga Maluku 

         Pada Tanggal   : 05 Januari 2023 

 

              Kepala Desa Rempek  

 

 

 

RUDI ARTONO 

 

 

Tembusan: 

1. Ketua BPD Desa Rempek  Di Telaga Maluku; 

2. Arsip. 
 

 

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rempek 

 Nomor : 12.A / PEM.1/ DR/2023 

 Tanggal :    0  5 Januari 2023 
 Tentang : Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA(P3A); 
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STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR 

PARIWISATA SENGEH 

DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

 

NO NAMA JABATAN KET 

 

1. 

 

MINADIM HARTONO, S.Pd 

 

Ketua 

 

 

2. 

 

MAHAENUDIN 

 

Sekretaris 

 

 

3. 

 

KASLIM HUBAIDI 

 

Bendahara 

 

 

 

           Kepala Desa Rempek  

 

 

    RUDI ARTONO 

 


